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Proses pengisian jabatan hakim konstitust merupakan salah satu persoalan mendasar pada sistem peradilan
Mahkamah Konstitusi. Seleksi yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas, kinerja dan keputusan dari
seorang hakim. Menurut, Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang
hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Presiden. Pada praktiknya, ketiga lembaga negara tersebut memiliki perbedaan dalam proses seleksi hakim
konstitusi. Perbedaan terjadi karenatidak terdapat peraturan yang jelas yang mengatur standar seleksi
tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu aturan dan mekanisme pengisian jabatan hakim
konstitusi yang dilakukan saat ini sehingga konsep yang ideal dapat diformulasikan khususnya untuk
Presiden. Metode penelitian adalah yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan
perundang-undangan. Analisis berupa pembahasan mengenai kesesuaian antara penerapan prinsip
transparansi, partisipasi, objektivitas dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi dengan praktek dilakukan oleh Presiden. Ketiadaan peraturan yang jelas mendorong perumusan
peraturan agar mengatur secara jelas standar seleksi hakim konstitus melalui undang-undang yang berlaku
bagi seluruh lembaga negara atau melalui peraturan presiden yang berlaku khusus untuk Presiden sebagai
salah satu lembaga negara. Penelitian akan mencoba memberikan saran pelaksanaan seleksi terbuka melalui
panitia seleksi guna memenuhi penerapan empat prinsip pengisian jabatan hakim konstitusi. Proses
pengisian jabatan hakim konstitus merupakan salah satu persoalan mendasar pada sistem peradilan
Mahkamah Konstitusi. Seleksi yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas, kinerja dan keputusan dari
seorang hakim. Menurut, Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang
hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Presiden. Pada praktiknya, ketiga lembaga negara tersebut memiliki perbedaan dalam proses seleksi hakim
konstitusi. Perbedaan terjadi karenatidak terdapat peraturan yang jelas yang mengatur standar seleksi
tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu aturan dan mekanisme pengisian jabatan hakim
konstitusi yang dilakukan saat ini sehingga konsep yang ideal dapat diformulasikan khususnya untuk
Presiden. Metode penelitian adalah yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan
perundang-undangan. Analisis berupa pembahasan mengenai kesesuaian antara penerapan prinsip
transparansi, partisipasi, objektivitas dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi dengan praktek dilakukan oleh Presiden. Ketiadaan peraturan yang jelas mendorong perumusan
peraturan agar mengatur secara jelas standar seleksi hakim konstitus melalui undang-undang yang berlaku
bagi seluruh lembaga negara atau melalui peraturan presiden yang berlaku khusus untuk Presiden sebagai
salah satu lembaga negara. Penelitian akan mencoba memberikan saran pelaksanaan seleksi terbuka melalui
panitia seleksi guna memenuhi penerapan empat prinsip pengisian jabatan hakim konstitusi.

The process of filling the position of constitutional court justicesis one of the fundamental issuesin judicial
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system, especially the Constitutional Court. Under the provisions of Article 24C Paragraph 3 of 1945
Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Constitutional Court has nine justices, nominated
by Supreme Court, People 39 s Legidative Assembly, and President. The three state institutions have
differences in selecting justices because of lack of clear regulation as standard for the selection. Therefore,
research is conducted to find out current regulations and mechanisms of selecting justices so that later the
ideal concept can be formulated, particularly for the President. The research method isjuridical normative
method that refersto legal normsin legislation. Analysisis conducted by discussing the conformity between
the implementation of transparency, participation, objectivity and accountability principles that have been
regulated in the Constitutional Court Law with practices conducted by President. The lack of clear
regulation encourages the formulation of regulation that clearly regulates standard sel ecting justices through
applicable laws for three state institutions or presidential decree specifically for President. Furthermore, the
research will try to advise the implementation of open selection through selection committee to fulfill the
implementation of principlesin selecting the justices.



